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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas tuntunan-

Nya maka Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2026 dapat 

tersusun dengan baik. Adapun penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas 

Pangan Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menyajikan satu pedoman bagi Dinas 

Pangan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2026 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan sektor pangan 

serta peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa. 

Dokumen ini merupakan hasil upaya kolaboratif dari berbagai pihak yang 

terlibat dalam upaya peningkatan ketahan pangan di Kabupaten Minahasa, dengan 

tujuan untuk menyajikan rencana kerja yang terencana dan terarah, serta dapat 

diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi 

pembangunan daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pangan Tahun 2026 

ini menyajikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

satu tahun berjalan dan perkiraan kebutuhan di tahun berikutnya serta indikator 

masing-masing juga pagu anggaran dan perkiraan tahun berikutnya (n+1). 

Melalui Rancangan Awal ini, kami berharap dapat memperoleh masukan dan 

saran yang konstruktif dari berbagai pihak, sehingga dapat menghasilkan rencana 

kerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat 

Kabupaten Minahasa. 

 

Tondano,           2025 
 

KEPALA DINAS PANGAN, 
 
 
 
 

Drs. TEDDY Dj. SUMUAL, MAP 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19650712 199203 1 010 
 
 
 

 
 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan 

Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan 

teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), 

politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana 

tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pangan mempunyai arti yang strategis 

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan 

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial 

penerjemahan dari visi, misi dan Program Kerja Daerah yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) RKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program 

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. 

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dalam evaluasi 

pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian 



 
 

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari 

kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. 

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan beberapa tahapan 

pelaksanaan dalam rangka menghasilkan produk yang baik, yaitu : 

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat 

Daerah, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan 

pengumpulan data dan informasi. 

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal 

yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja 

Perangkat Daerah yang definitif. Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang 

dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan uatu rangkaian proses yang 

berurutan, mencakup : Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; 

dan Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah. 

a. Tahap perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah 

Perumusan rancangan renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan sebagai berikut: pengolahan data dan informasi, 

analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mereview hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra 

Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, telaan terhadap rancangan awal Perangkat Daerah, 

perumusan tujuan dan sasaran, penelaan usulan program dan kegiatan dari 

masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian dokumen awal 

rancangan Renja Perangkat Daerah, penyempurnaan rancangan Renja 

Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah dan penyesuaian 

dokumen rancangan renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah 



 
 

dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan 

SPM. 

b. Tahap penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah 

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat 

disusun menurut sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 

BAB IV Penutup 

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

4. Penetapan Renja Perangkat Daerah 

 

Dengan melihat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam 

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, 

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja 

Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunanannya 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 

2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 antara lain: 

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan; 

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan; 

3. Program dan kegiatan dalam renja Perangkat Daerah harus selaras dengan 

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan 

dalam forum Musrenbang; 

4. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan 

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 

 

b. Dasar Hukum 

Dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 



 
 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati 

Menjadi Undang-Undang;  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4020 Tahun 2022 Tentang Tata 

Cara Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang 



 
 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa; 

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023; 

13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Minahasa; 

 

c. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 

2024 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa tahun 2024 

dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2024. Sedangkan tujuan disusunnya 

Rencana Kerja adalah : 

1. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun 

program/kegiatan prioritas tahun 2024 berdasarkan ketersediaan sumberdaya 

dalam rangka mencapai Minahasa maju dalam dalam ekonomi dan budaya, 

berdaulat, adil dan sejahtera. 

2. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa pada tahun 2024. 

 

d. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Minahasa 

Tahun 2024 sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa Tahun 2024, proses penyusunan Renja Dinas Pangan, keterkaitan 

antara Renja Dinas Pangan dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Pangan, 

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; 

b. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, 



 
 

kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran PD; 

c. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024; 

d. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen; 

 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas 

Pangan, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD 

tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada 

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja 

PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD 

tahun-tahun sebelumnya. 

b. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, memuat kajian terhadap capaian 

kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 

Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan; 

c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, memuat 

uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis 

yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak capaian visi dan misi 

kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM 

dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang, serta 

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang 

direncanakan. 

d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, memuat telaahan 

terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil 



 
 

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan 

yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan 

tingkat kinerja yang dicapai oleh PD. Tema Pembangunan 2024 Minahasa Maju 

dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera; 

 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan, pada bagian ini, tujuan dan sasaran 

Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD; 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

a. Rencana Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan 

dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang 

direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan 

b. Pendanaan Program dan Kegiatan 

 

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara 

ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan 

rencana tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

 

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas 

Pangan 

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian 

Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam 

tabel berikut : 

 



 
 

 

  



 
 

  



 
 

b. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Capaian Kinerja Pelayanan 

1) Bidang Ketersediaan  dan Kerawanan Pangan 

- Ketersediaan Energi dan Protein terjadi peningkatan. Rasio peningkatan 

diatas 100% terjadi karena peningkatan produksi pangan utama dalam 

daerah serta pasokan pangan dari daerah lain. 

- Penaganan daerah rawan pangan sesuai analisa sistim kewaspadaan 

panagan dan gizi (SKPG) masih ada daerah yang rawan pangan, 

waspada sesuai analisa daerah yang rawan pangan dipengaruhi potensi 

produksi pangan, daya beli masyarakat serta sistim distribusi yang belum 

optimal dan intervensi daerah yang belum maksimal. 

2) Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan 

- Capaian kinerja terutama penguatan cadangan pangan daerah belum 

terealisasi sepenuhnya sesuai target 100 ton (beras)/tahun. 

3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

- Capaian kinerja melalui analisa konsumsi terutama skor pola pangan 

harapan terjadi peningkatan tetapi belum mencapai target yang 

diharapkan. 

c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan 

1) Identifikasi Permasalahan  Berdasarkan Tugas dan  Fungsi Pelayanan 

Dinas Pangan 

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan akar masalah 
 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

Kurangnya pengelolaan 
sumber daya ekonomi untuk 
kedaulatan dan Kemandirian 
pangan 

Terbatasnya Infrastruktur Lumbung 
Pangan Masyarakat 

Terbatasnya infrastruktur Pendukung 
Kemandirian Pangan 

Diversifikasi dan ketahanan 
pangan belum optimal 

Belum optimalnya pemanfaatan 
pangan berbasis sumberdaya lokal 

Potensi Lahan 

Kerawanan Pangan Potensi Produksi Pangan  

Jangkauan Daya Beli Masyarakat 

Harga pangan berfluktuasi 

Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

Pola Konsumsi Pangan masih 
Cenderung Ke Sumber Karbohidrat 
(beras) 

Pemanfaatan Pekarangan keluarga 
Masih Kurang 

Kurangnya Pemahaman Masyarakat 
Menkonsumsi Pangan yang Beragam, 
Bergizi, seimbang dan aman 



 
 

 Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

Pola Diversifikasi Pangan Masih 
Kurang 

Terbatasnya kemampuan masyarakat 
dalam mengolah pangan local untuk 
menjadi pangan alternative pengganti 
karbohidrat 

Keamanan Pangan Segar Penggunaan  Pupuk dan Pestisida 
pada Pangan Segar masih tinggi 

Pemakaian Bahan Kimia pada 
Pangan Segar saat Panen 

Disitribusi dan Cadangan 
Pangan 

Distribusi Pangan Belum Stabil 

Harga Pangan Pokok dan Pangan 
Lainnya masih Berfluktuasi 

Penyediaan Cadangan Beras dan 
Pangan lainnya 

Pemanfatan Bangunan lumbung 
pangan 

 

2) Telaahan Visi, Misi dan Program RPD 2025-2029 

- Visi :  

“MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA “ 

- Misi : 

1. Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya 

dan berdaya saing. 

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan 

untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh. 

3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis 

digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang 

prima. 

Terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2025–2029 

sangatlah sepadan dan dapat diaplikasikan dalam program kerja dan 

rencana strategis dari Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 2025–2029. 

Program kerja yang dicanangkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 

untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Minahasa tahun              

2025–2029 yaitu Minahasa daerah pariwisata yang maju dan sejahtera. 

  



 
 

3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional 

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi 

ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka 

arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2025-2029 adalah : 

Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian 

Pangan dan Ketahanan Pangan. 

 

Telaahan Renstra Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  

 Rencana strategi Renstra Dinas Pangan Daerah difokuskan pada 

bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Ketersediaan Pangan, Konsumsi 

dan Penganekargaman Pangan, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 

dan Kerawanan Pangan. 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Penanganan Ketahanan pangan dilihat dari rencana tata ruang wilayah 

adalah kondisi penanganan potensi dan penempatan rencana pemetaan 

batas-batas daerah yang akan dilakukan kegiatan ketahanan pangan 

 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Kondisi lingkungan yang harus dilakukan untuk penangan ketahanan 

pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. 

 

Penentuan Isu-Isu Strategis. 

1. Ketersediaan pangan, (energi dan Protein) 

2. Sistem cadangan dan distribusi pangan 

3. Rantai supply dan logistic pangan 

4. Kerentanan Pangan 

5. Stabilitas harga dan keterjangkauan harga pangan 

6. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan local 

7. Peran pemerintah pada saat Fluktuasi Harga pangan 

 

d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 



 
 

RANCANGAN AWAL RENJA 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

CATATAN 
PENTING 

Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Pagu Indikatif Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

Pagu Indikatif 

 Rp   Rp  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

  75   
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

  75   

  

  Nilai SAKIP Dinas Pangan B 
  

2.400.500.000  
  Nilai SAKIP Dinas Pangan B 

     
2.400.500.000    

  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B     Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B     

  Jumlah Dokumen Perencaaan yang ditetapkan 
3 

Dokumen 
          

7.500.000  
  Jumlah Dokumen Perencaaan yang ditetapkan 

3 
Dokumen 

             
7.500.000    

  Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan 
1 

Dokumen 
    Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan 

1 
Dokumen 

    
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang 
ditetapkan 

1 
Dokumen 

  
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang 
ditetapkan 

1 
Dokumen 

  

  
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah     Dokumen     Perencanaan     
Perangkat 
Daerah 

5 dokumen 
          

1.500.000  

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah     Dokumen     Perencanaan     
Perangkat 
Daerah 

5 dokumen 
             

1.500.000    
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

1 
Dokumen 

          
1.500.000  

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

1 
Dokumen 

             
1.500.000    

Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

1 
Dokumen 

          
1.500.000  

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

1 
Dokumen 

             
1.500.000  

  
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1 laporan 
          

1.500.000  

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1 laporan 
             

1.500.000  

  

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah   Laporan   Evaluasi   Kinerja   Perangkat 
Daerah 

1 laporan 
          

1.500.000  
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah   Laporan   Evaluasi   Kinerja   Perangkat 
Daerah 

1 laporan 
             

1.500.000    
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Pengelolaan Keuangan   yang 
Teradiministrasi 

100% 
  

2.067.000.000  
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Pengelolaan Keuangan   yang 
Teradiministrasi 

100% 
     

2.067.000.000    



 
 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

20 Orang 
  

2.065.000.000  
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

20 Orang 
     

2.065.000.000    
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 laporan 
          

2.000.000  

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 laporan 
             

2.000.000  

  
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase Administrasi Kepegawaian yang 
Terfasilitasi 

95% 
        

25.000.000  
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Kepegawaian yang 
Terfasilitasi 

95% 
           

25.000.000    
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin 
Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

1 unit 
          

5.000.000  
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

1 unit 
             

5.000.000    
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  Atribut 
Kelengkapan 

20 paket 
        

20.000.000  

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  Atribut 
Kelengkapan 

20 paket 
           

20.000.000    
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Umum yang 
Terfasilitasi 

90% 
      

123.900.000  
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Umum yang 
Terfasilitasi 

90% 
        

123.900.000    
Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         Komponen         Instalasi 
Listrik/Penerangan    Bangunan    Kantor    yang 
Disediakan 

4 Paket 
          

3.000.000  

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         Komponen         Instalasi 
Listrik/Penerangan    Bangunan    Kantor    yang 
Disediakan 

4 Paket 
             

3.000.000  

  

 Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    
Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

12 Paket 
        

15.000.000  
 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    
Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

12 Paket 
           

15.000.000    
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang 
disediakan 

1 Paket 
        

10.500.000  
Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang 
disediakan 

1 Paket 
           

10.500.000    
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 
        

12.000.000  
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 laporan 

           
12.000.000    

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      
Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 laporan 
        

83.400.000  

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      
Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 laporan 
           

83.400.000    
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
sesuai RKBMD 

100% 
        

35.000.000  

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
sesuai RKBMD 

100% 
           

35.000.000  
  

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 paket 
        

15.000.000  
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 paket 

           
15.000.000    

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit  
        

20.000.000  
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit  
           

20.000.000    
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

90% 
        

92.850.000  

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

90% 
           

92.850.000    



 
 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

1 laporan 
        

14.400.000  
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

1 laporan 
           

14.400.000    
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

1 laporan 
        

11.250.000  
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

1 laporan 
           

11.250.000    

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

1 laporan 
        

67.200.000  
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

1 laporan 
           

67.200.000    
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah yang 
Terpelihara sesuai RKPBMD 

1 Unit  
        

49.250.000  

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah yang 
Terpelihara sesuai RKPBMD 

1 Unit  
           

49.250.000  
  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 Unit  
        

38.000.000  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 Unit  
           

38.000.000  

  
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit  
        

11.250.000  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit  
           

11.250.000    
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
EKONOMI UNTUK 
KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN 
PANGAN 

Persentase Cadangan Pangan 100% 
        

45.500.000  

PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA EKONOMI 
UNTUK KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN PANGAN 

Persentase Cadangan Pangan 100% 
           

45.500.000  

  

Penyediaan infrastruktur 
dan seluruh pendukung 
kemandirian pangan 
sesuai kewenangan 
daerah kabupaten/kota 

Jumlah laporan Infrastruktur dan Seluruh 
Pendukung Kemandirian pangan sesuai 
kewenangan daerah Kabupaten yang tersedia 
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan 
Daerah 

1 laporan 
        

45.500.000  

Penyediaan infrastruktur dan 
seluruh pendukung 
kemandirian pangan sesuai 
kewenangan daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah laporan Infrastruktur dan Seluruh 
Pendukung Kemandirian pangan sesuai 
kewenangan daerah Kabupaten yang tersedia 
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan 
Daerah 

1 laporan 
           

45.500.000  

  
Penyediaan Infrastruktur 
Lumbung Pangan 

Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang 
tersedia 

1 Unit  
        

10.000.000  
Penyediaan Infrastruktur 
Lumbung Pangan 

Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang 
tersedia 

1 Unit  
           

10.000.000    
Penyediaan Infrastruktur 
Lantai Jemur 

Jumlah Infrastruktur Lantai Jemur yang tersedia 1 Unit  
        

10.000.000  
Penyediaan Infrastruktur 
Lantai Jemur 

Jumlah Infrastruktur Lantai Jemur yang tersedia 1 Unit  
           

10.000.000    
Penyediaan Infrastruktur 
Pendukung Kemandirian 
Pangan Lainnya 

Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian 
Pangan Lainnya yang tersedia 

1 Unit  
        

10.000.000  

Penyediaan Infrastruktur 
Pendukung Kemandirian 
Pangan Lainnya 

Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian 
Pangan Lainnya yang tersedia 

1 Unit  
           

10.000.000    
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyediaan 
Infrastruktur Logistik 

Jumlah laporan Kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 
yang diikuti 

1 laporan 
        

10.000.000  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyediaan Infrastruktur 
Logistik 

Jumlah laporan Kegiatan koordinasi dan 
sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 
yang diikuti 

1 laporan 
           

10.000.000    



 
 

Penyusunan rencana dan 
peta jalan kebutuhan 
infrastruktur pendukung 
kemandirian pangan 

Jumlah Laporan Rencana dan Peta Jalan 
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian 
Pangan 

1 dokumen 
          

5.500.000  

Penyusunan rencana dan peta 
jalan kebutuhan infrastruktur 
pendukung kemandirian 
pangan 

Jumlah Laporan Rencana dan Peta Jalan 
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian 
Pangan 

1 dokumen 
             

5.500.000  
  

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT 

Skor Pola Pangan Harapan 83,00% 
      

452.500.000  

PROGRAM PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT 

Skor Pola Pangan Harapan 83,00% 
        

452.500.000  

  
Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga  

Jumlah komoditas pangan pokok dan pangan 
lainnya yang tersedia dan tersalur 

9 
komoditas 

      
192.500.000  

Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan dan Harga  

Jumlah komoditas pangan pokok dan pangan 
lainnya yang tersedia dan tersalur 

9 
komoditas 

        
192.500.000  

  
Penyediaan Informasi 
Harga Pangan dan 
Neraca Bahan Makanan 

Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan 
Neraca Bahan Makanan  

1 laporan 
          

2.500.000  

Penyediaan Informasi Harga 
Pangan dan Neraca Bahan 
Makanan 

Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan 
Neraca Bahan Makanan  

1 laporan 
             

2.500.000    
Penyediaan Pangan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal 

Jumlah laporan penyediaan Bahan Olahan 
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

1 laporan 
        

20.000.000  
Penyediaan Pangan Berbasis 
Sumber Daya Lokal 

Jumlah laporan penyediaan Bahan Olahan 
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

1 laporan 
           

20.000.000    
Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Distribusi Pangan Pokok 
dan Pangan Lainnya 

Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan 
Pangan Lainnya 

1 laporan 
      

150.000.000  

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Distribusi 
Pangan Pokok dan Pangan 
Lainnya 

Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan 
Pangan Lainnya 

1 laporan 
        

150.000.000  
  

Pemantauan Stok, 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

Jumlah dokumen Pemantauan Stok, Pasokan 
dan Harga Pangan 

12 
dokumen 

          
5.000.000  

Pemantauan Stok, Pasokan 
dan Harga Pangan 

Jumlah dokumen Pemantauan Stok, Pasokan 
dan Harga Pangan 

12 
dokumen 

             
5.000.000    

Pengembangan 
Kelembagaan dan 
Jaringan Distribusi 
Pangan 

Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 
Pangan yang Dikembangkan 

1 Unit  
        

10.000.000  

Pengembangan Kelembagaan 
dan Jaringan Distribusi 
Pangan 

Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 
Pangan yang Dikembangkan 

1 Unit  
           

10.000.000  
  

Pengembangan 
Kelembagaan Usaha 
Pangan Masyarakat dan 
Toko Tani Indonesia 

Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat 
dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 

1 Unit  
          

5.000.000  

Pengembangan Kelembagaan 
Usaha Pangan Masyarakat 
dan Toko Tani Indonesia 

Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat 
dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 

1 Unit  
             

5.000.000  
  

Pengelolaan dan 
Keseimbangan Cadangan 
Pangan Kabupaten/Kota 

Jumlah cadangan beras pemerintah yang 
tersedia 

50 ton 
        

70.000.000  

Pengelolaan dan 
Keseimbangan Cadangan 
Pangan Kabupaten/Kota 

Jumlah cadangan beras pemerintah yang 
tersedia 

50 ton 
           

70.000.000    
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian Cadangan 
Pangan Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

1 laporan 
          

5.000.000  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Cadangan 
Pangan Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

1 laporan 
             

5.000.000  
  

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Pangan Lokal 

Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 dokumen 
          

5.000.000  
Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Pangan Lokal 

Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 dokumen 
             

5.000.000    
Pengadaan Cadangan 
Pangan Pemerintah 

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

100 ton 
        

30.000.000  
Pengadaan Cadangan 
Pangan Pemerintah 

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

100 ton 
           

30.000.000    



 
 

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan Cadangan 
Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang 
terpelihara 

100 ton 
        

30.000.000  

Pemeliharaan Cadangan 
Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang 
terpelihara 

100 ton 
           

30.000.000    
Penentuan Harga 
Minimum Daerah untuk 
Pangan Lokal yang Tidak 
Ditetapkan Oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi 

Peningkatan target konsumsi pangan 
perkapita/tahun sesuai dengan AKG 

82% 
        
10.000.000  

Penentuan Harga Minimum 
Daerah untuk Pangan Lokal 
yang Tidak Ditetapkan Oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi 

Peningkatan target konsumsi pangan 
perkapita/tahun sesuai dengan AKG 

82% 
           
10.000.000  

  
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penetuan 
Harga Minimum Pangan 
Pokok Lokal 

Jumlah  Koordinasi dan Sinkronisasi Penetuan 
Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 

1 laporan 
        
10.000.000  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penetuan Harga Minimum 
Pangan Pokok Lokal 

Jumlah  Koordinasi dan Sinkronisasi Penetuan 
Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 

1 laporan 
           
10.000.000  

  
Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

Peningkatan target konsumsi pangan 
perkapita/tahun sesuai dengan AKG 

82% 
      
180.000.000  

Pelaksanaan Pencapaian 
Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan 
Gizi 

Peningkatan target konsumsi pangan 
perkapita/tahun sesuai dengan AKG 

82% 
        
180.000.000  

  
Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi Pangan per 
Kapita per Tahun 

Dokumen Target Konsumsi Pangan per Kapita 
per Tahun yang tersusun 

1 dokumen 
        
20.000.000  

Penyusunan dan Penetapan 
Target Konsumsi Pangan per 
Kapita per Tahun 

Dokumen Target Konsumsi Pangan per Kapita 
per Tahun yang tersusun 

1 dokumen 
           
20.000.000  

  
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
penganekaragaman 
konsumsi pangan 
berbasis sumber daya 
lokal 

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 
dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 

1 laporan 
      

150.000.000  

Pemberdayaan Masyarakat 
dalam penganekaragaman 
konsumsi pangan berbasis 
sumber daya lokal 

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 
dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 

1 laporan 
        

150.000.000  

  
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemantauan 
dan Evaluasi Konsumsi 
per Kapita per Tahun 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan 
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 

1 laporan 
        

10.000.000  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan dan Evaluasi 
Konsumsi per Kapita per 
Tahun 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan 
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 

1 laporan 
           

10.000.000  
  

PROGRAM 
PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN 

Persentase Capaian Keamanan Pangan Segar 10% 27.500.000 
PROGRAM PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN 

Persentase Capaian Keamanan Pangan Segar 10% 27.500.000 
  

Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 
Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentasi Pengawasan Keamanan Pangan 
Segar 

10% 27.500.000 
Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentasi Pengawasan Keamanan Pangan 
Segar 

10% 27.500.000 

  
Penguatan Kelembagaan 
Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/Kota 

Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota yang Dibina 

1 dokumen 
          

5.000.000  

Penguatan Kelembagaan 
Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/Kota 

Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota yang Dibina 

1 dokumen 
             

5.000.000    
Sertifikasi Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sertifikat keamanan PSAT yang 
dikeluarkan 

3 sertifikat 
          

5.000.000  

Sertifikasi Keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sertifikat keamanan PSAT yang 
dikeluarkan 

3 sertifikat 
             

5.000.000  
  



 
 

Registrasi Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

3 PSAT 
          

5.000.000  

Registrasi Keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

3 PSAT 
             

5.000.000  
  

Rekomendasi Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

5 dokumen 
          

2.500.000  

Rekomendasi Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 

5 dokumen 
             

2.500.000  
  

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian 
Mutu dan Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu 
dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 dokumen 
        

10.000.000  

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian Mutu 
dan Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu 
dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 dokumen 
           

10.000.000  

  
PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN 

Menurunnya daerah rentan dan rawan pangan 18,00% 
        
38.500.000  

PROGRAM PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN 

Menurunnya daerah rentan dan rawan pangan 18,00% 
           
38.500.000    

Penyusunan peta 
kerentanan dan 
ketahanan pangan 
kecamatan 

peta kerentanan dan ketahanan pangan 
kecamatan yang tersusun 

1 
dokumen 

          
5.500.000  

Penyusunan peta 
kerentanan dan ketahanan 
pangan kecamatan 

peta kerentanan dan ketahanan pangan 
kecamatan yang tersusun 

1 
dokumen 

             
5.500.000  

  
Penyusunan, 
pemutakhiran dan analisis 
peta ketahanan dan 
kerentanan pangan 

Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan 
Pangan yang Dimutahirkan 

1 dokumen 
          

5.500.000  

Penyusunan, pemutakhiran 
dan analisis peta ketahanan 
dan kerentanan pangan 

Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan 
Pangan yang Dimutahirkan 

1 dokumen 
             

5.500.000  
  

Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Persentasi Penanganan Kerawanan Pangan 30,00% 
        

33.000.000  

Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Persentasi Penanganan Kerawanan Pangan 30,00% 
           

33.000.000    
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 

1 laporan 
          

3.000.000  

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penanganan Kerawanan 
Pangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 

1 laporan 
             

3.000.000  
  

Pelaksanaan Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan 
Pangan pada Kerawanan 
Pangan yang Mencakup 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah  Pengadaan, Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan 
Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen 
        

30.000.000  

Pelaksanaan Pengadaan, 
Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada 
Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah  Pengadaan, Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan 
Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 dokumen 
           

30.000.000  

  

JUMLAH  2.964.500.000 JUMLAH  2.964.500.000   

 

 

 



 
 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 

yaitu Minahasa yang mandiri dan sejahtera dengan salah satu misi yaitu 

Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan 

budaya Mapalus dengan tujuan Mewujudkan Minahasa yang berdaya saing, 

kompetitif berbasis budaya Mapalus dan sasaran Meningkatkan Daya saing 

Berdasarkan Budaya Mapalus. Dari Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Minahasa 

Tahun 2024-2026 tersebut, maka Dinas Pangan mempunyai tujuan Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Dalam 

rangka pencapaian tujuan tersebut maka tujuan dari Dinas Pangan yaitu 

Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan 

Kualitas Konsumsi Pangan. Tujuan ini dirumuskan dalam sasaran strategis yaitu 

Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi. Selain itu juga 

terdapat tujuan lain sebagai penunjang pelaksanaan pencapaian tujuan teknis 

perangkat darah yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan dengan sasaran strategis 

adalah Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan 

Profesional. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pangan 

  



 
 

 

Secara umum strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 

adalah : 

 

A. Strategi 

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan 

Pangan dan Kemandirian 

2. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

3. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan 

4. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan 

 

B. Kebijakan 

1. Peningkatan Koordinasi Instansi terkait 

2. Pengembangan Lumbung pangan masyarakat 

3. Pemgembangan Gudang pangan pemerintah  

4. Pengembangan kelembagaan pangan 

5. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan neraca Bahan pangan 

6. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 

7. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat  

8. Mengembagkan Usaha Pangan Masyarakat  

9. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat 

10. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangangan 

11. Pengembangan divesifikasi pasca panen 

12. Pengawasan dan pembinaan petani/ produsen pangan segar 

13. Penyediaan Saran prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar 

14. Menganalisa Kerentanan dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

15. Menganalisa Daerah Rawan Pangan 

16. Menganalisa Ketersediaan Daerah Rawan Pangan 

 

Secara khusus tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa dapat dilihat pada tabel berikut. 

  



 
 

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 

Visi Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera 

Misi   2 meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, 
berbudaya dan berdaya saing 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 
Memperkuat 
Ketahanan 
Pangan Melalui 
Peningkatan 
Ketersediaan, 
Akses dan 
Kualitas 
Konsumsi 
Pangan. 

Meningkatnya 
ketersediaan, 
keterjangkauan 
dan kualitas 
konsumsi 

1. Optimalisasi 
manajemen 
kelembagaan cadangan 
pangan 

a. Adanya aturan tentang 
cadangan pangan 

b. Tersedia sarana dan prasarana 
pendukung untuk cadangan 
pangan 

c. Penguatan Stok cadangan 
pangan ideal 

d. Bantuan pangan untuk 
antisipasi dini rawan pangan 
bagi masyarakat di wilayah 
terdampak pasca bencana alam 

2. Pemerataan 
Ketersediaan antar 
wilayah dan waktu 
3. Penurunan daerah 
rentan rawan Pangan; 

a. Koordinasi lintas sektor dalam 
penyediaan pangan 

b. Pengembangan sumberdaya 
dan infrastrukstur pangan 

c. Pemantauan Stok dan pasokan 
pangan 

d. Pemberdayaan masyarakat 
dalam mengatasi kerawanan 
melalui kemandirian pangan di 
desa 

4. Penyediaan sarana 
dan prasana distribusi 
untuk mengurangi 
disparitas harga pangan 
antar daerah; 
5. Sistem informasi 
harga, pasokan pangan 
dan akses pangan yang 
up to date; 

a. Sarana dan prasarana 
penunjang distribusi memadai 

b. Tingkat harga pangan yang 
stabil 

c. Stok dan pasokan pangan 
tersedia 

d. Informasi harga, stok dan 
kebutuhan pangan yang 
kontinu 

6. Kualitas keberagaman 
konsumsi pangan 
masyarakat memenuhi 
standar ideal 
berdasarkan PPH/Pola 
Pangan Harapan;  
7. Berkembangnya 
pelaku usaha pangan 
lokal dalam mendukung 
peningkatan ekonomi 
masyarakat 

a. Peningkatan kualitas 
keberagaman konsumsi pangan 
masyarakat 

b. Pengembangan usaha 
pengolahan pangan lokal 
sumber karbohidrat 

8. Peningkatan 
pengawasan dan 
pembinaan keamanan 
pangan;  
9. Pengawasan jaminan 
mutu dan keamanan 
pangan yang maksimal  
10. Koordinasi lintas 
sektor antar lembaga 
terkait dalam 
penanganan keamanan 
pangan 
 
 

a. Penguatan Kelembagaan 
Keamanan dan Mutu Pangan 
Segar Asal Tumbuhan 

b. Optimalisasi informasi 
keamanan pangan produk 
Pangan Segar Asal Tumbuhan 

c. Peningkatan Pengawasan Mutu 
dan Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 



 
 

Meningkatkan 
kualitas 
penyelengga-
raan 
pemerintahan 
perangkat 
daerah pengelola 
urusan 
ketahanan 
pangan 

Meningkatnya 
Kualitas Kinerja 
Dinas Pangan 
yang bersih, 
Akuntabel dan 
Profesional 

Peningkatan Capaian 
Kinerja Urusan 
Penunjang 
Pemerintahan Daerah 

Peningkatan kualitas 
kegiatan dan sub kegiatan 
program penunjang 
pemerintahan daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

BAB IV 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan untuk 

mewujudkan sasaran pembangunan dan pemerintahan Tahun 2025-2029, Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa merencanakan program dan kegiatan serta sub 

kegiatan di Tahun 2026. Adapun indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran 

adalah: 

1. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa yaitu : 

Indeks Ketahanan Pangan 

2. Kelompok Sasaran 

Adapun kelompok sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas 

Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029  adalah sebagai berikut : 

No. Program/Kegiatan Kelompok Sasaran 

A 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota Perkantoran 

 

1. 
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
Aparatur Dinas 

Pangan 

3. 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
Aparatur Dinas 

Pangan 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Aparatur Dinas 

Pangan 

6. 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan 

7. 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan 

8. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan 

B. 
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 

 

1. 
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung 
Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa 

C. 
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 
Pangan Masyarakat 

 

1.  
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 
Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa 



 
 

2. 
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa 

3. 
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 
Pangan/Kapita/Tahun Sesuai Dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa 

4. 
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan 
Lokal yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Provinsi 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa, 
Pasar, Pedagang 

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan  

1. 
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 
Kecamatan 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa 

2. 
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa 

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan  

1. 
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 
Daerah Kabupaten/Kota 

Aparatur Dinas 
Pangan, 

Kecamatan, 
Kelurahan, Desa, 
Kelompok Tani, 

Petani 

 

  



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja SKPD Dinas Pangan Kabupaten Minahasa tahun 2026, 

disusun setelah mempelajari Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten 

Minahasa. 

Oleh karena itu, dengan tersusunnya Renja Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa ini dapat menjadi suatu dokumen sebagai acuan dan pedoman dalam 

rangka penguatan peranserta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang 

terkait dalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta menjadi dasar dan bahan 

untuk melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja SKPD 

tahunan maupun lima tahunan. 

Dengan demikian, diharapkan Renja Dinas Pangan Tahun 2026 ini dapat 

menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten 

Minahasa dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan 

peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pajak daerah di Kabupaten Minahasa. 

Disadari bahwa penyusunan Renja Dinas Pangan Tahun 2026 ini masih perlu 

penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk 

perbaikannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam 

mengemban misi ini. 

Demikian Rencana kerja ini dibuat untuk dijadikan bahan Penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026. 

 

 

 

 

 

 

 


